Eks Bupati Bone Bolango Haim Pou Jadi Tersangka Korupsi Bansos Rp1,7
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Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo menetapkan mantan Bupati Bone
Bolango tersangka dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) dengan kerugian
negara Rp 1,7 miliar. Hamim Pou pun langsung ditahan. "Hamim Pou hari ini
telah ditingkatkan statusnya jadi tersangka" ujar Kepala Kejati Gorontalo
Purwanto Joko Irianto kepada wartawan, Rabu (17/4/2024).

Hamim Pou ditetapkan tersangka berdasarkan surat penetapan
tersangka nomor B-685/P.5/Fd.1/04/2024 tanggal 17 April 2024. Hamim Pou
akan ditahan selama 20 hari ke depan. Joko menyebut Hamim merupakan
Bupati Kabupaten Bone Bolango tiga periode 2013-2025, 2016-2021 dan 2021-
2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara di kasus ini ialah sebesar Rp
1.757.000.000 pada tahun 2011 hingga 2012. "Berdasarkan laporan hasil audit
perhitungan kerugian keuangan negara dengan Nomor
PE.03.03/LHP-76/PW31/5/2023 tanggal 29 Mei 2023 dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo sehingga
telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.757.000.000,"
terangnya.
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Joko menjelaskan kasus korupsi tersebut terkait pemberian bantuan
sosial anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bone Bolango diberikan kepada organisasi masyarakat, kelompok
masyarakat dan partai politik sebesar Rp 10.390.106.750.00 milar. Dalam
pelaksanaan pemberian Bansos tahun 2011 dan 2012, melebihi batasan
sebesar Rp 1.604.500.000.00. "Dan ini tanpa adanya proposal pemohon yang
diserahkan dalam kegiatan Bupati Bone Bolango Hamim Pou sebesar Rp.
152.500.000,00 juta. Yang bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Bone
Bolango Nomor 67/KEP/BUP.BB/117/2011 dan Surat Keputusan Nomor :
7.a/KEP/BUP.BB/117/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggung
jawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2011 dan 2012, sehingga telah
mengakibatkan  kerugian  keuangan  Negara/Daerah  sebesar Rp
1.757.000.000,00 miliar," jelasnya.

Pasal yang disangkakan kepada Hamim Pou yaitu pasal 2 ayat (1) Jo
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP Jo Pasal 64
ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimum 4 tahun dan
maksimum 20 tahun.

Selanjutnya Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1)
ke (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana minimum 1
tahun dan maksimum 20 tahun. Sementara itu, saat dibawa menuju mobil
tahanan, Hamim Pou menyatakan walaupun satu rupiah ia sama sekali tidak
menggunakan uang tersebut.
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Catatan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:
a. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa
uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila


https://www.antaranews.com/berita/4061322/kejati-tahan-mantan-bupati-bone-bolango-terkait-korupsi-bansos
https://www.antaranews.com/berita/4061322/kejati-tahan-mantan-bupati-bone-bolango-terkait-korupsi-bansos
https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7296744/eks-bupati-bone-bolango-hamim-pou-jadi-tersangka-korupsi-bansos-rp-1-7-m
https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7296744/eks-bupati-bone-bolango-hamim-pou-jadi-tersangka-korupsi-bansos-rp-1-7-m

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Keadaan  tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap
tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko
sosial.

c. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan
Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali
ditentukan  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan
diundangkan dalam lembaran daerah.

c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
termasuk  pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan
mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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